
                                                      BUPATI  KUDUS
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
                                           NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 900/253/2017
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,

BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH SERTA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KUDUS,

Membaca : 1. Surat  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kepemudaan  dan
Olahraga   Nomor  900/360/03.01/2018  tanggal  26
Pebruari  2018  tentang  Ralat  Surat  Usulan  Penunjukan
Kuasa  Pengguna  Anggaran  dan  Bendaharawan  Tahun
2018;

2. Surat  Kepala  Dinas  Pertanian  dan  Pangan  Nomor
027/227 tanggal 5 Maret 2018 tentang Usulan Bendahara
Hibah Kegiatan DAK Fisik TA. 2018;

3. Surat  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang
Nomor 990/0239.a/08.01 tanggal 05 Maret 2018 tentang
Usulan Penunjukan Bendaharawan Hibah Tahun 2018;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus yang
optimal,  tertib,  dan  lancar,  telah  ditetapkan  Keputusan
Bupati  Kudus Nomor 900/253/2017 tentang  Penetapan
Kuasa  Pengguna  Anggaran,  Bendahara  Penerimaan,
Bendahara  Pengeluaran,  Bendahara  Penerimaan
Pembantu,  dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2018;



b. bahwa  dengan  adanya  koreksi  terhadap  nomenklatur
jabatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tertuang
dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan  Kepemudaan dan
Olahraga  Kabupaten  Kudus  tanggal  26  Pebruari  2018
Nomor  900/360/03.01/2018  serta  adanya  usulan
Penunjukan  Bendahara  Hibah  sebagaimana  tertuang
dalam surat Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tanggal 5
Maret 2018 Nomot 027/227  tentang Usulan Bendahara
Hibah  Kegiatan  DAK  TA.2018  dan  Surat  Kepala  Dinas
Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  tanggal
5 Maret 2018 Nomor 940/0239.a/08.01 tentang Usulan
Penunjukan  Bendaharawan  Hibah  Tahun  2018,  perlu
mengubah  Lampiran  Keputusan  Bupati  Kudus  Nomor
900/253/2017 tentang  Penetapan  Kuasa  Pengguna
Anggaran,  Bendahara  Penerimaan,  Bendahara
Pengeluaran,  Bendahara  Penerimaan  Pembantu,  dan
Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  pada  Perangkat
Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara
Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran  pada  Satuan
Kerja  Pengelola  Keuangan Daerah  di  Kabupaten  Kudus
Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud  huruf a dan  huruf  b,  perlu  menetapkan
Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang
Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari
Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
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Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

9.

Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2015 Nomor  58,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2003  tentang
Pengendalian  Jumlah  Kumulatif  Defisit  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  dan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif
Pinjaman  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
48,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4287);

3



12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2005  Nomor  48,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4502),  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  171,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5340);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2005  tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun  2005  Nomor  136,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005   tentang
Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem
Informasi  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2005  tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang
Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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19. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang
Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2006
Nomor  25,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor 4614);

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010   tentang
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2010 Nomor 123,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang
Hibah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2012  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 

23. Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat  atas
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  5,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655;

24. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 55 Tahun 2008
tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  dan  Penyusunan
Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara  serta
Penyampaiannya;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang  Pokok–Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor
3,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kudus
Nomor 99);
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
Kabupaten  Kudus  (Lembaran Daerah  Kabupaten  Kudus
Tahun  2016  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran  Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 193);

28. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  21  Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten  Kudus  Tahun  Anggaran  2018  (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);

29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2017 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  4  Tahun  2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor
41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan  Bupati  Kudus  Nomor  900/253/2017 tentang
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan
Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  pada  Perangkat
Daerah/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  serta  Bendahara
Penerimaan  dan   Bendahara  Pengeluaran  pada  Satuan  Kerja
Pengelola  Keuangan  Daerah  di  Kabupaten  Kudus  Tahun
Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan :

KESATU  : Mengubah  Lampiran  Keputusan  Bupati  Kudus  Nomor
900/253/2017 tentang  Penetapan  Kuasa  Pengguna  Anggaran,
Bendahara  Penerimaan,  Bendahara  Pengeluaran,  Bendahara
Penerimaan Pembantu,  dan Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
pada  Perangkat  Daerah/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  serta
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan
Kerja  Pengelola  Keuangan Daerah  di  Kabupaten  Kudus  Tahun
Anggaran  2018,  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran
Keputusan ini.
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KEDUA : Pada  saat  Keputusan  ini  mulai  berlaku,  Lampiran  Keputusan

Bupati  Kudus Nomor 900/253/2017 tentang  Penetapan Kuasa
Pengguna  Anggaran,  Bendahara  Penerimaan,  Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara
Pengeluaran  Pembantu  pada  Perangkat  Daerah/Satuan  Kerja
Perangkat Daerah serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah  di
Kabupaten  Kudus  Tahun  Anggaran  2018,  dicabut  dan
dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A 
Tembusan :
Kepala  Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat
Daerah di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Kudus    yang terkait.
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                                                                     BUPATI  KUDUS

                                                            PROVINSI JAWA TENGAH

                                           KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
                                               NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 900/05/2017
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,

BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUDUS,

Membaca : Surat  Plt.  Kepala  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten
Kudus  tanggal  6  Januari  2017  Nomor  900/06.1/10.02/2017
perihal  Usulan  Kuasa  Pengguna  Anggaran   dan  Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Menimbang : a. bahwa  penetapan  Kuasa  Pengguna  Anggaran, Bendahara
Penerimaan,  Bendahara  Pengeluaran,  Bendahara  Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan
Kerja  Perangkat  Daerah  serta  Bendahara  Pengeluaran  pada
Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  bertujuan  untuk
mengatur  tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran,  Bendahara
Penerimaan,  Bendahara  Pengeluaran,  Bendahara  Penerimaan
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Pembantu, dan  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  pada
Perangkat  Daerah/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  serta
Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran  pada
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

b. bahwa dengan adanya usulan Kuasa Pengguna Anggaran dari
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Kudus  serta
dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah,  perlu  mengubah Lampiran Keputusan Bupati  Kudus
Nomor  900/05/2017 tentang  Penetapan  Kuasa  Pengguna
Anggaran,  Bendahara  Penerimaan,  Bendahara  Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu  pada  Perangkat  Daerah/Satuan  Kerja  Perangkat
Daerah  serta  Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) huruf b, huruf
e, huruf f, dan huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah,  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah,  penetapan  Kuasa  Pengguna  Anggaran,  Bendahara
Penerimaan,  Bendahara  Pengeluaran,  Bendahara  Penerimaan
Pembantu,  dan  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  pada
Perangkat  Daerah/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  serta
Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran  pada
Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  merupakan
kewenangan Bupati;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi,  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

9



Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286 );

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2004  tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

6. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

8.

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
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Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2003  tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif  Defisit  Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Negara,  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah,  serta  Jumlah Kumulatif  Pinjaman Pemerintah  Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang
Kedudukan  Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4416),  sebagaimana  telah  diubah
beberapa kali  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Kedudukan
Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4721); 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun
2012  Nomor  171,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2005
Nomor  136,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4574);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005  tentang Sistem
Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun  2005  Nomor  138,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4576),  sebagaimana  telah
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diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 65  Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan  dan  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor  165,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi  Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  25,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Hibah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5272);

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015  Nomor  5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sebagaimana  telah
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diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata  Cara  Penatausahaan  dan  Penyusunan  Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

26. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  3  Tahun  2007
tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Kudus  Tahun  2007  Nomor  3,  Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

27. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor 4 Tahun  2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus  Tahun  Anggaran  2017 (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Kudus Tahun 2016 Nomor 4);

28. Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  27  Tahun  2016  tentang
Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten  Kudus  Tahun  Anggaran  2017  (Berita  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28);

29. Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  34  Tahun  2016  tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten  Kudus  Tahun  Anggaran  2017  (Berita  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 35).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/05/2017 tentang Penetapan
Kuasa  Pengguna  Anggaran,  Bendahara  Penerimaan,  Bendahara
Pengeluaran,  Bendahara  Penerimaan  Pembantu,  dan  Bendahara
Pengeluaran  Pembantu  pada  Perangkat  Daerah/Satuan  Kerja
Perangkat  Daerah serta  Bendahara Penerimaan dan  Bendahara
Pengeluaran  pada  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  di
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan :

KESATU  : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/05/2017
tentang  Penetapan  Kuasa  Pengguna  Anggaran,  Bendahara
Penerimaan,  Bendahara  Pengeluaran,  Bendahara  Penerimaan
Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada  Perangkat
Daerah/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  serta  Bendahara
Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran  pada  Satuan  Kerja
Pengelola Keuangan Daerah di  Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
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KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati

Kudus Nomor  900/05/2017 tentang  Penetapan  Kuasa  Pengguna
Anggaran,  Bendahara  Penerimaan,  Bendahara  Pengeluaran,
Bendahara  Penerimaan  Pembantu,  dan  Bendahara  Pengeluaran
Pembantu pada  Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta  Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara  Pengeluaran  pada
Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah   di  Kabupaten  Kudus
Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A 
Tembusan :
Kepala  Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat
Daerah di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Kudus    yang terkait.
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